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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lembaga peradilan dibawah
Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan
tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepastian
hukum.

Pengadilan Negeri Sangatta berdiri dalam rangka memberikan pelayanan
kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan
kebutuhan masyarakat pencari keadilan akan kepastian hukum yang merupakan
tugas utama dalam penyelenggaraan peradilan yang sering terlupakan akibat
permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sangatta yang semakin
rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama pengadilan memberikan pelayanan publik, namun
dewasa ini dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan justru
mencitrakan kredibilitas yang buruk dengan pelayanan yang diberikan selalu
identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit
dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan, dan ketidakpastian
penyelesaian. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan
kualitas pelayanan yakni sering terlantamya upaya peningkatan kualitas
pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang
terpacunya pengadilan untuk memperbaiki kualitas layanan. Untuk alasan tersebut
maka dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat pengguna pengadilan yang
tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

Berangkat dari pencapaian Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Negeri
Sangatta terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas yang sudah ada. Hal
ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap
Pengadilan Negeri Sangatta. Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan
dan perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
kepada pengguna layanan, mengingat Survei Kepuasan Masyarakat merupakan
salah satu bagian dari Program Reformasi Birokrasi yaitu area Manajemen
Pelayanan Publik dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN,
Akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang berkualitas.
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Selain itu suvei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan, kinerja, sarana prasarana dan sebagainya, sehingga dari
sana diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya
pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sangatta dapat lebih di tingkatkan.
Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sangatta melaksanakan survei
kepuasaan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran
Survei Kepuasaan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun
sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
Pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sangatta.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan
Pengukuran/Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri
Sangatta ini dilaksanakan pada setiap Triwulan dalam periode 1 tahun.

D. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan
Negeri Sangatta, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan
sampel diambil dengan teknik simple random sampling.

2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat

3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.

4. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan

kepada tim survei.
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5. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang tidak terisi
lengkap, maka kuesioner tersebut tidak ditkutkan dalam analisis data.

6. Tim survei melakukan analisis terhadap data responden yang telah
dikumpulkan

7. Tim survei menyajikan hasil analisis dalam bentuk analisis statistik
deskriptif.

8. Tim survei melakukan cross check analisis statistik deskriptif dengan

analisa diskusi kelompok dan pendapat-pendapat.
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BAB It
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dimana datanya berupa
angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna
melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di
Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa,
pengacara, KPAIl, LSM, dil. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik

simple random sampling.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan

cara kuesioner diisi sendiri oleh responden melalui aplikasi siSUPER.

C. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
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D.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan.

Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kualitas sarana dan prasarana pelayanan merupakan kelengkapan dan
standarisasi kualitas sarana dan prasarana pusat pelayanan dalam menunjang

pelayanan kepada para pengguna layanan.

Teknik Analisis Data
Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di

Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjuinya disusun ke dalam

kuesioner dengan 9 item, dengan lima option jawaban, namun hanya empat opsi

bernilai bobot. Adapun penyekorannya menggunakan skala likert, dengan Nilai 1

sampai dengan 4. Analisa selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan

kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai

berikut:
Tabel 1.
nategoii iviutu Felayanari
, Norma Nilai
' No. | Mutu Pelayanan ,
| v Skala 1-4 : Skala 100
1 Sangat Baik 3,5324 — 400 88,31 — 100,00
2 Baik 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30
3 Kurang Baik 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60
4 Tidak Baik 1,00 —2,5996 25,00 — 64,99
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BAB il
TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan kuesioner yang telah terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah

73 (tujuh puluh tiga) kuesioner. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di

Pengadilan Negeri Sangatta, diperoleh hasil bahwa Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki persentase 99,81% berada pada
kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 88,31 s/d 100,00). Adapun hasil nilai pada

masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

!

8.

(o]

Persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".
Prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".

. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK".

Biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".

Produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada
kategori “SANGAT BAIK”.

. Kompetensi petugas pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta

berada pada kategori “SANGAT BAIK".
Perilaku petugas pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada
pada kategori “SANGAT BAIK".
Kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada
kategori “SANGAT BAIK".
Penanganan pengaduan, saran dan masukan di Pengadilan Negeri Sangatta
berada pada kategori “SANGAT BAIK".

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di

Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh

kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup biaya pelayanan

perilaku petugas dan kualitas sarana dan prasarana. Kemudian dari hasil penilaian

tersebut terdapat 3 (tiga) kategori dengan nilai terendah (berdasarkan analisis

unsur terendah pada aplikasi siSUPER), yaitu :

Persyaratan, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
Prosedur, dengan indeks capaian sebesar 3,986.

Waktu Pelayanan, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
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Berdasarkan penilaian 3 (tiga) kategori ruang lingkup dengan nilai terendah,
maka perlu adanya tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pemberian layanan
kepada para pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sangatta. Tindak Lanjut

tersebut antara lain.

a) Ruang Lingkup Persyaratan

Terhadap ruang lingkup ini dilakukan tindak lanjut berupa sosialisasi secara
berkelanjutan kepada masyarakat agar dapat memahami seluruh persyaratan
dalam berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta baik itu persyaratan
administrasi maupun non administrasi. Selain itu, memastikan bahwa seluruh
pegawai memahami berbagai persyaratan dan alur prosedur ketika

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.1
Syarat dan Mekanisme Berperkara yang Diunggah pada Website

Peannadilan Neceri Sanaatta

o MAHKAMAMN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
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Prosedur Pengajuan Perkara Perdata

Urtask Sagatan Permohonas

1. Pihak betperkara datang ke Pengadian Negeri dengan membawa surat gugatan atas
pesmohanan,
Pinak berperkara menghadap petugas Meja Pertama den menyerahkan surat gugatan
atau permahonan, 4 (empat) ranghap. Unfuk surat gugaten ditambah sejumiat
Tergugat.

3. Petugas Mefa Pertama (dapat) yang dianggap
dengan perkara yeng disjukan dan menalcsir pargar biaya perkara yang kemudian ditulis
delam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarmnya panjar biaya perkera

i harus vrtek perkara tersebut,
pada pasal 182 ayst (1) HIR
Catatan :
@, Bagi yang tidak mampu dapat dijinkan berperkara secara prodeo {cuma-curma).
teraetit g ikan surat dari Lurak

atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi okeh Camat
b. Bagi yeng tidak mampu maka panjar blaye perkara ditaksir Rp. 0.00 dan citubs dalam
Surar Kuesa Unituk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 +4R.
©. Datam tngkat pertama, para pihak yang tidek mampu #tau herpefiara secara prodeo.

Tunjangan Sosial iamnya.

Layanan Biawa Perkara

Setiap oreng stau sekelompok crang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan
permohonan pembebasan biaya perkara.

2 Tidak mampu secera ekanomi sebagaimana dibuktikan dengan:

~ Surat Ketesangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lursh Kepala
witayah setempat yang menyatakan bahwa benas yang tidak mampu

biaya perkara, atau

— Surat Keterangan Turjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu
Jaminan 4 Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perindungan Sosial
(KPS), atau dokurnen jainnya yeng berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data
terpadu permerintah atau yang dkeluarkan cleh msiansi lain yang berwenang untuk
memberikan keterangan Ticak mampu

Pemberian layenan pembebasan biava perkara dapat dilaksanakan sesuai kebututian di setiap
tatun anggaran

Prosedur Layanan Perabebasan Baya Pevkara

Layanan Biaya Perkara melaksi bantuan biaya

perkara yang pada satuan h
Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon

Biaya Perkara sebehsmn sidany pertama secara tertulis

atau sebeluin sidang persigpen khusues untuk perkara tata usaha negara.
Apabils Tergugat/ Biaya Perkara, maka
permohonan fu disampaikan secara tentulis sebalum menyampaikan jawaban atas gugatan
Penggugat/ Pernchon.

4 Pesmohonan Pembetiasan Riaya Perkara diajukan kepade Ketua Pengadifan melatui

dengan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan

pe Sizya perkara dan
anggeran

0 KetusF vg untuk berkas

per dan Surat Layanan
Bisya Perkara apabila permohonen dikebulkan.

Ferkara secara prodec ini ditulis dalam surat gugatan alau permohaman bersama-same 7 Datarn hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak. maka proses berperkara
(menjadi satu) dengan gugetan perkara. Dalam posiia sutat gugatan atau permahoran dilaksanskan sebagaimena perkara biasa
disebartican 2lasan permgugat atey pemohon untuk berperkara secara prodeo dan ! Penetanan | avanan Pembehasan Rinva Perkara beraka unfiuk nerkara vana sama vana

b) Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap ruang lingkup ini adalah dengan
memastikan seluruh pegawai memahami seluruh tahapan prosedur pelayanan
melalui briefing secara berkala. Selain itu senantiasa dilakukan sosialisasi
kepada pegawai dan masyarkat mengenai prosedur berperkara dan informasi
pelayanan yang ditempel pada spot tertentu di Pengadilan Negeri Sangatta

yang dianggap selalu dilalui pegawai dan masyarakat.
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Gambar 3.2
Mekanisme Berperkara & Informasi Pelayanan
Pengadilan Negeri Sangatta
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¢) Ruang Lingkup Waktu Pelayanan
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap ruang lingkup waktu pelayanan ialah
dengan melakukan monitoring & evaluasi kepada seluruh pegawai guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Tindak fanjut ini yaitu berupa briefing yang dilakukan secara
berkala dan berkelanjutan kepada petugas PTSP sebagai muara utama
informasi dan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadiian
Negeri Sangatta. Hal tersebut bertujuan agar seluruh petugas PTSP maupun
seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta dapat memberikan
pelayanan yang tidak bertele-tele dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

para pengguna layanan.

Gambar 3.3
Briefing Petugas PTSP
Penaqadilan Neqgeri Sanqatta
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan
Negeri Sangatta sebesar 99,81% dan berada pada kategori “SANGAT BAIK”.
Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1.

(o]

[(e]

Persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".

Prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".

Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK".

Biayaf/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori
“SANGAT BAIK.

Produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada
kategori “SANGAT BAIK".

. Kompetensi petugas pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta

berada pada kategori “SANGAT BAIK".
Perilaku petugas pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada
pada kategori “SANGAT BAIK”.

. Kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada

kategori “SANGAT BAIK".

. Penanganan pengaduan, saran dan masukan di Pengadilan Negeri Sangatta

berada pada kategori “SANGAT BAIK".

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna fayanan pengadilan di Pengadilan

Negeri Sangatta berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan

responden paling tinggi berada pada ruang lingkup biaya pelayanan perilaku petugas

dan kualitas sarana dan prasarana.
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B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sangatta,

hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat pengguna
layanan Pengadilan Negeri Sangatta dan juga secara konsisten dan berkelanjutan
mendukung program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas 3 nilai indikator terendah, sebagai

berikut:

o Memaksimalkan kembali efisiensi waktu dalam proses pemberian pelayanan

dan sesegara mungkin menindakianjuti kebutuhan masyarakat pengguna

layanan pengadilan.

e Adanya briefing secara rutin kepada petugas PTSP untuk meningkatkan

kompetensi penyampaian informasi kepada pencari pelayanan.

* Disediakannya brosur-brosur persyaratan baik secara manual atau online.

e Pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan harus memperhatikan SOP

PTSP yang sudah berlaku.
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